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ABSTRAK 

 

 Manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan 

antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya dalam ijarah upah mengupah 

dimana pemberi kerja membutuhkan pekerja atau buruh untuk membantunya 

melakukan pekerjaan dengan upah sebagai pengganti atas jasa yang telah 

diberikan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way 

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dalam pengupahan masyarakat disana 

melakukan transaksi pembayaran upah tebang tebu dengan sistem perbentel atau 

perikat, 1 ikat tebu dengan bobot kurang lebih 35 kg dihargai dengan harga Rp. 

1.500, pembayaran di sana dilakukan dengan cara ikatan. Hal ini tentunya terdapat 

selisih jumlah antara ikatan tebu satu dengan ikatan tebu lain. Dalam hal ini 

penulis mengamati bahwa ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan yaitu 

musta'jir, karena bisa saja 1 ikat tebu itu tidak sama jumlah berat atau pun jumlah 

tebunya dengan ikatan tebu yang lain. 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana 

praktik pengupahan tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way 

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam 

tentang praktik pengupahan tebang tebu di desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan 

Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaiman praktik pengupahan tebang tebu serta tinjauan 

hukum Islam tentang praktik pengupahan tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir 

Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif analisis.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yaitu sumber melalui wawancara dan studi pustaka. Populasi dalam 

penelitian ini adalah petani berjumlah 112 orang dan sampel dalam penelitian 

yaitu 11 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun analisa datanya yaitu kualitatif dengan 

pendekatan berpikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian Praktik pengupahan yang terjadi di desa 

Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yaitu 

dalam pengupahan tebu dimana buruh atau pekerja mendapatkan upah dari tebu. 

Dalam pelaksanaannya dihitung dari banyaknya ikat tebu bukan berdasarkan 

timbangan. Hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat 

dan sudah diakui sehingga masing-masing pihak sudah menerima satu sama lain. 

Ditinjau dari ijarah praktik pengupahan buruh tebang tebu dengan sistem 

perbentel yang terjadi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan 

Kabupaten Lampung Tengah sudah memenuhi syarat rukun ijarah. Sedangkan 

menurut 'urf praktik tebang tebu dengan sistem perbentel boleh dilakukan, karena 

kebiasaan tersebut dalam kategori „urf atau kebiasaan yang dilakukan secara 

berulang-ulang serta tidak bertentangan dengan nash dan dapat diterima oleh 

sebagian besar masyarakat sehingga praktik pengupahan dengan sistem ini 

diperbolehkan. 

 

 









MOTTO 

 ٝ ٌْمشُْثه ا٠ِْزبَۤئِ رِٜ ا َٚ  ِْ حْسَب الِْْ َٚ ٌْؼَذْيِ  شُ ثبِ ُِ َ ٠أَْ َّْ اّللّه ِٟ ٠ؼَِظُىُ اِ ٌْجغَْ ا َٚ ْٕىَشِ  ُّ ٌْ ا َٚ ٌْفحَْشَبۤءِ  ِٓ ا ٝ ػَ هٙ ْٕ َ٠ َٚ ُْ

 َْ ْٚ شُ ُْ رزََوَّ  ٌؼٍَََّىُ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 

kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. (An-Nahl [16] 90) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. 

Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalapahaman 

terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan terjadi. 

Adapun skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik 

Pengupah Tebang Tebu dengan Sistem Perbentel (Studi di Desa Tanjung 

Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah). 

Berangkat dari judul tersebut maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata 

penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian 

bagi para pembaca sebegai berikut:  

1. Hukum Islam adalah hukum yang mengenai norma-norma agama Islam yang 

mengatur kehidupan manusia dan peraturan dan ketentuan yang berkenaan 

dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.
1
 

  

                                                             
 1

R Abdul Djamali, Hukum Islam(Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II): Berdasarkan 

Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hulkum, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1992),10. 

 



 

2. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang 

telah diperintahkan untuk mengerjakaan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran 

itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
2
 

3. Tebang Tebu yaitu memotong pokok pohon, biasanya yang besar-besar.
3
 

4. perbentel yaitu suatu ikatan atau perikat barang yang sudah menjadi satu ikat. 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan tebang tebu yang terjadi di 

Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah 

dalam tinjauan hukum Islam. 

B. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dimana 

mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Allah SWT 

juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam rangka 

menegakkan habluminannas yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia 

yang diciptakan sebagai khalifah bumi. Hubunga sesama manusia itu bernilai 

ibadah bila dilaksasanakan sesuai dengan petunjuk Allah sebagaimana telah 

diuraikan dalam fiqh.4 

Salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya 

dalam bidang ekonomi. Ijarah sendiri merupakan transaksi yang memperjual-

belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya ijarah hampir sama dengan jual beli 

                                                             
 

2
Kumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 141. 

 3
Dendi Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1464. 

 4
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 175. 



 

hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek 

transaksi pada ijarah adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas 

tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.
5
 

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan 

imbalan dari apa yang telah dikerjakan dari masing-masing tidak dirugikan. 

Sehingga penting adanya akad yang jelas antara kedua belah pihak.Syarat-syarat 

upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak 

merugikan salah satu pihak baik musta'jir dan mu'ajir. 

Seorang pekerja atau bisa disebut dengan buruh adalah mereka yang 

tidak mempunyai alat produksi untuk menghasilkan barang, akan tetapi mereka 

mempunyai tenaga yang bisa digunakan untuk bekerja dan menjalankan alat 

produksi tersebut sehingga menghasilkan barang yang diinginkan. Bentuk 

kerjasama seperti disebut ijarah.6Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa atau 

dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan 

dalam Islam. 

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way 

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.Mayoritas masyarakat di desa tersebut 

bekerja sebagai petani. Selain itu, di Desa Tanjung Ratu Ilir banyak terdapat 

lahan tebu, sehingga masyarakat di sana banyak yang bekerja sebagai buruh 

penebang tebu. Penebang tebu ini dilakukankan secara rombongan, yaitu dengan 

                                                             
 

5
 Mohammad Nadzir, Fiqh Muamalah Klasik (Semarang: CV Karya AbadiJaya,2015),68. 

6
Siti Mardiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan Sistem Bawaon” 

(Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 1. 



 

cara para pekerja bergabung pada salah satu orang yang mempunyai lahan tebu 

pada desa tersebut. Masyarakat disana melakukan transaksi pembayaran upah 

tebang tebu dengan sistem perbentel atau perikat, biasanya 1 ikat tebu dengan 

bobot kurang lebih 35 kg dihargai dengan harga 1.500 (seribu lima ratus rupiah),  

sistem pembayaran di sana dilakukan dengan cara ikatan. Hal ini tentunya 

terdapat selisihjumlah tebu antara ikatan tebu satu dengan ikatan tebu lain. 

Dalam hal ini penulis mengamati bahwa salah satu pihak akan merasa dirugikan 

yaitu musta'jir, karena upah tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh 

musta'jir, karena bisa saja 1 ikat tebu itu tidak sama jumlah berat atau pun jumlah 

tebunya dengan ikatan tebu yang lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dikaji secara mendalam untuk 

melihat dari pandangan hukum Islam dan prinsip-prinsip bermuamalah yang 

menyangkut praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel di 

DesaTanjung Ratu Ilir. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi 

“Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu dengan 

Sistem Perbentel”. 

 

 

 

 

 



 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penulisan ini ialah terletak pada praktik 

pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel dalam hukum Islam, yang 

terjadi pada Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan 

fokus permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok 

permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel di Desa 

Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan tebang tebu 

dengan sistem perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way 

Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah? 

 

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam 

penulisan diantaranya: 

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel 

di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung 

Tengah. 



 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan 

tebang tabu dengan sisten perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan 

Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 

pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis 

berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

ilmu pengetahuan terhadap praktik pengupahan tebang tebu di Desa Tanjung 

Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas 

akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada fakultas syariah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang membahas tentang upah panen dengan sistem perbentel 

memang sudah ada yang meneliti, berdasarkan penelusuran saya melihat dari 

beberapa peneliti tentang upah panen tebang tebu dengan sistem perbentel. 

  Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu 



 

Pertama skripsi dari Dwi Aprillia Erna yang berjudul Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel 

Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Resiko yang terjadi karena turun hujan 

sehingga terjadinyabanjir dan juga pekerjaan tambahan yang disebabkan karena 

truk terguling, sedangkan yang tidak sesuai  dengan hukum Islam adalah 

berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena 

terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang sudah 

terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot 

tebu jadi menyusut.
7
 Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek 

penelitian dan tempat atau lokasi penelitian. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah terletak pada cara pengupahanya yang tidak sesuai dengan apa yang 

dilakukan. 

Kedua skripsi dari Darmawati yang berjudul Analisis Penerapan Metode 

Upah Insentif pada Buruh Tani Tebu Studi Kasus PTP Nusantara XIV (Persero) 

Pg Camming Bone, penelitian terkadang terjadi keterlambatan pengangkutan 

tebu sehingga mengurangi timbangan tebu tersebut sehingga banyak diantara 

mereka mengeluh akan upah yang diberikan, mereka beranggapan akan upah 

yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja mereka, bahkan pemberian upahpun 

kadang terlambat.
8
 Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek 
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penelitian dan tempat atau lokasi penelitian. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah terletak pada cara pengupahanya yang tidak sesuai dengan apa yang 

dilakukan. 

Ketiga skripsi dari Nurmiati Peran Petani Tebu Rakyat Mandiri terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng 

Utara Kabupaten Takalar. Berdasarkan skripsi tersebut menunjukkan bahwa 

dengan upaya petani tebu rakyat mandiri kesejahteraan masyarakat di desa 

kampung beru kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar, yaitu 

memperluas lahan tebu, menyediakan lapangan kerja, menambah upah atau gaji 

buruh tebang tebu, memberikan pelayanan, dan tetap bermitra. Adapun beberapa 

kendalah yaitu harga gula tidak menetap sehingga membuat para petani tebu 

rakyat mandiri masih banyak mengeluh dengan keadaan tersebut kemudian 

kurangnya sarana dan prasarana.
9
 Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak 

pada objek penelitian dan tempat atau lokasi penelitian.  

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan 

kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi pembagian 

hasil upah dan cara  penentuan upah tersebut. Meskipun pada dasarnya judul 

skripsi di atas memiliki permasalahan yang sama, namun substansi yang diajukan 

penulis dalam proposal ini berbeda. Karena disini penulis akan membahas terkait 

pengupahan yang dilakukan antara mu'jir dan musta'jir, yakni dalam praktiknya 
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upah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam hal 

ini dapat kita lihat dimana pihak musta'jir yang merasa dirugikan karena mereka 

kurang puas dengan hasih yang mereka dapatkan.  

Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan rujukan 

dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan 

Tebang Tebu Dengan Sistem Perbentel". 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian di lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau 

pada responden.Penelitian ini dilakukan untuk langkah kehidupan yang 

sebenarnya. Disini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk 

melaksanakan penelitian secara langsung, penelitian ini dilakukan di Desa 

Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kecamatan Lampung 

Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada 

dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang membuat 



 

deskriptif, gambaran secara sitematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada.
10

 

2. Sumber data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan 

secara langsung dari responden data narasumber tentang objek yang 

diteliti.
11

Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi 

penelitian, serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara 

responden. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
12

 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi 

kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan 

maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang 

dilakaukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah 

literatur yang menunjang, perturan perundang undangan serta bahan-bahan 

lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan kerakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
13

Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang 

dipelajari tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau 

objek itu.Populasi pada penelitian ini adalalah pemilik kebun dan buruh 

tebang tebu di Desa Tajung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan 

Kabupaten Lampung Tengah. 

Populasi dari penelitian ini yaitu terdiri dari 109 orang buruh tebang 

tebu dan 3 pemilik kebun. Jadi total semua populasi yaitu 112 orang yang 

ada di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubunan Kabupaten 

Lampung Tengah. 

b. Sampel 

Sempel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila 

subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar 

dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.
14

 Sesuai dengan 

pemaparan di atas karena populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 maka 
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diambil 10% dari 112 orang penulis akan mengambil sampel 11 orang yang 

dapat mewakili populasi yaitu 1 pemilik kebun dan 10 buruh tebang tebu di 

Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung 

Tengah. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan menghimpun 

data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.Observasi yang 

dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengamati bagaimana praktik-praktik 

pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Pada praktiknya 

penelitian dengan teknologi observasi sebelumnya penulis sudah 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Penelitian ini mewawancarai pemilik kebun dan buruh 

tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan 

Kabupaten Lampung Tengah. 

 

 



 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulsan data berupa transkip, 

surat kabar, buku, majalah, dan sebagainya. Mengumpulkan, mencari dan 

menyusun data-data yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik kebun 

dan buruh tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir Kabupaten Lampung 

Tengah. 

5. Teknik Pengolahan Data 

 Setelah data sudah terkumpul lalu diolah secara sistematis sehingga 

menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada 

umumnya dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Yaitu memeriksa data yang sudah terkumpul dana mengoreksi 

kembali apakah data sudah relevan dengan masalah yang terjadi di Desa 

Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung 

Tengah. 

b. Sistemating 

Yaitu mensistematika dan menjabarkan tentang hal-hal yang akan 

di data tentang praktik tebang tebu dengan sistem perbentel di Desa 

Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung 

Tengah, dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengetahui 

pelaksanaan pada praktik upah panen tebang tebu dengan sistem perbentel. 

 



 

6. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 

Yang mana adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang lebih 

penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehinga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis 

dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif 

yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian dari fakta tersebut 

ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
15

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar 

belakang, identifikasi masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian yang terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum tentang praktik 

pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel yang diawali dengan 
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pembahasan teori upah menurut hukum Islam. Teori yang pertama meliputi akad 

dalam hukum Islam dan teori kedua yaitu ujrah (upah mengupah). 

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan tinjauan hukum Islam 

terhadap praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel di Desa 

Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, 

yang meliputi tentang gambaran umun Desa Tanjung Ratu Ilir berupa sejarah 

berdirinya, visi dan misi, letak geografis, keadaan demografis, dan struktur 

organisasi. 

Bab keempat merupakan analisis dalam penelitian, bab ini tentang 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu Dengan 

Sistem Perbentel. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari 

keseluruhan uraian penulisan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai 

upaya perbaikan terhadap praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem 

perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten 

Lampung Tengah.  

 

 

 

 



 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Hukum Ijarah 

1. Pengertian Upah (Ijarah) 

Upah dalam Islam disebut juga dengan ujrah. Ujrah termasuk kedalam 

ijarah upah mengupah karena pengambilan manfaat atas jasa seseorang yang 

kemudian diberikan imbalan, imbalan inilah yang dimaksud dengan upah atau 

ujrah.
16

 

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru menurut bahasanya ialah al-„iwadh 

yang artinya dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut Fatwa 

Dewan Syariah Nassional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) 

atas suatu barang atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa 

atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
17

 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, 

Hanafiah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat di sertai 

imbalan.
18

 

 Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi'i, berpendapat 

bahwa ijarah berarti upah mengupah. hal ini terlihat ketika beliau 
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menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah yaitu mu'jir dan 

musta'jir (yang diberikan upah dan yang menerima upah).
19

 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa atau upah, tanda diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

barang itu sendiri. 

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan 

Ijarah antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa Ijarah yaitu suatu akad yang 

dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari 

suatu berang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).
20

 

Manfaat kadang berbentuk barang, seperti rumah untuk ditempati, motor 

untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya tukang jahit, 

insinyur bangunan dan sebainya. Manfaat juga dapat berupa kerja pribadi 

pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik dan lain-lain). 

b. Para Ulama Safi'iyyah mendifinisikan bahwa ijarah yaitu suatu akad atas 

manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan 

kelebihan, dengan pergantian yang diketahui (jelas).
21

 

                                                             
19

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ,113. 
20

Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah Jilid 3 (Bairut: Dar Al-Fikr, 

1991), 94. 
21

Ibid., 98. 



 

c. Sedangkan menurut ulama-ulama Hanabilah ijarah yaitu suatu akad atas 

manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, sedangkan jalan mengambil 

sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas) dan dengan 

penggantian yang jelas pula. 

Definisi ijarah menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama 

dengan pedapat ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad 

yang dapat memberikan manfaat dengan yang telah ditentukan dan 

memberikan imbalan. 

Dalam konsep ijarah pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada 

orang lain disebut Mu'ajir sedangkan pihak lain yang menyewakan manfaat 

disebut Musta'jir dan sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut 

dengan Ma'jur, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat Ajran atau 

Ujrah. Ketika akad ijarah telah terjadi secara sah, maka Musta'jir sudah 

berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah 

sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena Ijarah termasuk jenis 

transaksi tukar menukar. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah 

memberikan imbalan sebagai bayaran seseorang yang telah diperintah untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut 

perjanjian.
22
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Yang mana upah merupakan aspek penting dalam kontrak kerja, dalam 

Islam upah harus dibayarkan secara adil supaya tidak menzalimi serta harus 

mencukupi kebutuhan pekerjaan. 

2. Dasar Hukum Upah 

Para fuqoha sepakat bahwa ujrah diperbolehka dalam syariat Islam, 

berdasarkan Al-Qur'an, Hadist (as-sunnah), dan Ijma'. Adapun beberapa 

ulama yang tidak menyepakatinya, seperti Hasan Al-Bashri, Isma'il bin 'aliyah 

dan Abu Bakar Al-Asham. Dalam menanggapi pandangan ulama yang tidak 

menyepakati ujrah maka Ibnu Rusyd menyanggah bahwa kemanfaatan 

walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan 

(adat).
23

 Adapun dasar hukum tentang dibolehkannya Al-Ijarah sebagai 

berikut:  

a. Al-Qur'an 

1) Surah Al-Qashash [28]: 26 dan 27  

 ُّٞ ِٛ مَ ٌْ ِٓ اسْزأَخَْشْدَ ا َِ َّْ خ١َْشَ  ٰٓبثَذَِ اسْزأَخِْشُْٖ اِۖ ب ٠ه َّ ىُٙ ُٓ  لبٌَذَْ احِْذه ١ْ ِِ ْٰٟٓ اس٠ُِْذُ  ٢ٕالَْْ لبَيَ أِِّ

 ْٓ ِّ ذَ ػَشْشًا فَ ّْ َّ ْْ ارَْ ِ َٟ حِدَحٍٍۚ فبَ ِٕ هّ ْٟ ثَ ْْ رأَخُْشَِٔ ٝ اَ
ٰٓ هٍ ِٓ ػَ ز١َْ ه٘  َّٟ ْٔىِحَهَ احِْذَٜ اثْٕزََ ْْ اُ اَ

ٍح١ِِْ  َٓ اٌصّه ِِ  ُ ْْ شَبۤءَ اّللّه ْٰٟٓ اِ ْْ اشَُكَّ ػ١ٍََْهََۗ سَزدَِذُِٔ بٰٓ اس٠ُِْذُ اَ َِ َٚ ْٕذِنٍَۚ   َٓ ػِ

 Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 

Berkatalah Dia (Syu'aib):"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan 

kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa 
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kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 

tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak 

hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku 

Termasuk orang- orang yang baik". 

 

2) Al-Baqarah [2] 233. 

ػٍََٝ  َٚ ضَبػَخَ َۗ  َُّ اٌشَّ ْْ ٠ُّزِ ْٓ اسََادَ اَ َّ ٌِ ِٓ ١ٍَْ ِِ ِٓ وَب ١ٌَْ ْٛ َّٓ حَ لَْدَُ٘ ْٚ َٓ اَ دُ ٠شُْضِؼْ اٌِذه َٛ ٌْ ا َٚ

 َّٓ ٗٗ سِصْلُُٙ دِ ٌَ ْٛ ٌُ ْٛ َّ ٌْ سْؼَٙبَ ٍۚ لَْ رضَُبۤسَّ  ا ُٚ فَِۗ لَْ رىٍََُّفُ ٔفَْسٌ الَِّْ  ْٚ ؼْشُ َّ ٌْ َّٓ ثبِ رُُٙ َٛ وِسْ َٚ

 ْٓ ْْ اسََادَا فصَِبلًْ ػَ ِ ٌهَِ ٍۚ فبَ ًُ ره ثْ ِِ اسِسِ  َٛ ٌْ ػٍََٝ ا َٚ  ٖٖ ٌذَِ َٛ ٗٗ ثِ دٌ ٌَّ ْٛ ٌُ ْٛ َِ لَْ  َٚ ٌذَِ٘بَ  َٛ اٌِذَحٌ ثِۢ َٚ

سٍ فلَََ خُٕبَذَ ػَ  ُٚ رشََب َٚ ب  َّ ُْٕٙ ِِّ ُْ فلَََ رشََاضٍ  لَْدَوُ ْٚ ا اَ ْٰٓٛ ْْ رسَْزشَْضِؼُ ُْ اَ ْْ اسََدْرُّ اِ َٚ ب َۗ َّ ِٙ ١ٍَْ

ب رَ  َّ َ ثِ
َّْ اّللّه ا اَ ْٰٓٛ ُّ اػٍَْ َٚ  َ

ارَّمُٛا اّللّه َٚ فَِۗ  ْٚ ؼْشُ َّ ٌْ ُْ ثبِ ر١َْزُ بٰٓ اه َِّ  ُْ زُ ّْ ُْ اِرَا سٍََّ َْ خُٕبَذَ ػ١ٍََْىُ ْٛ ٍُ َّ ؼْ

 ٖٖٕ -ثص١َِْشٌ 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka 

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah seseorang mempekerjakan 

orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah 

pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan yaitu jasa diri seorang ibu 

yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah memberi makan dan 



 

pakainan kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Hal itu termakna dari satu kata 

yaitu al-maulud yang artinya orang tua laki-laki.
24

 Maksudnya adalah untuk 

menjelaskan bahwa anak tersebut adalah milik ayahnya, kepada ayahnya lah 

ia dinisabkan dan dengan nama ayah pula disebut, sedangkan ibunya 

berfungsi sebagai gudang anak-anak. 

b. Sunnah 

Dasar hukum hadistnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Hadist Bukhari  

 ِٗ ِ ػ١ٍََْ يُ اللَّّ ْٛ َُ سضسُ ََ فمَبَيَ: اخِْزدََ ْٓ اخَْشٍ احُدَب ُ سُءِيَ ػَ ُ ػَُْٕٗ أََّٔٗ َٟ اللَّّ ْٓ أَسٍَ سَضِ ػَ

ٛ َّ سٍََّ . )سٚاٖ ثخبسٜ( َٚ ٍَ ْٓ طَؼَب ِِ  ِٓ اػَْطبَُٖ صَب ػ١َْ َٚ ْٛ ط١َْجخَُ  ّضُٗ اثَُ حَخَّ
ٕ5

 

Dari Anas r.a sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerja 

membekam, dia mengatakan, Rasulullah SAW dibekam oleh Abu 

Thaibah dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha' makanan. 

(HR. Bukhari). 

 

2) Hadits Muslim 

ِ صٍٝ االلّ ػ١ٍٗ ٚسٍُ )لبَيَ  ْٓ أثَِٟ ٘ش٠َُـشَْحَ سضٟ االلّ ػٕٗ لبَيَ : لبَيَ سَسُٛيُ اَللَّّ ػَ َٚ

ًٌ ثبَعَ  سَخُ َٚ َُّ غَذَسَ,  ًٌ أػَْظَ ٜ ثِٟ ثُ خِ: سَخُ َِ ٌْم١ِبَ ََ اَ ْٛ َ ُْ ٠ـ ُٙ ُّ ُ رؼبٌٝ ثلَََ ثخٌَ أَٔبَ خَصْ اَللَّّ

ِٗ أخَْشَُٖ ( ُْ ٠ـؼُْطِ ٌَ َٚ  ,ُْٕٗ ِِ فَٝ  ْٛ َ ًٌ اسِْزأَخَْشَ أجَِ ٠شًا , فبَسْزـ سَخُ َٚ  ،َُٕٗ َّ ًَ ثَ  ...)حُشا , فأَوََ

 ٌُ سٍِْ ُِ اُٖ  َٚ (سَ
ٕ٢

 

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla 
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berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat 

ialah: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian 

berkhianat, orang yang menjual orang merdeka laluDari Abu Hurairah 

Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku 

menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: orang yang memberi 

perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual 

orang merdeka lalu”.(HR. Muslim). 

 
3) Hadits Abu Hurairah  

َُ ثلََثَخَُ  سٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ َّٟ صٍََّٝ اللَّّ َّْ إٌَّج ُْٕٗ أَ ُ ػَ َٟ اللَّّ ْٟ ٘ش٠َُْشَحَ سَضِ ْٓ أثَِ ُْ ػَ ُٙ ُّ أَبَ خَصْ

 ًٌ سَخُ َٚ  ,َُٕٗ َّ ًَ ثَ ا فأَوََ ًٌ ثبَعَ حُشًّ سَخُ َٚ َُّ غَذَسَ,  ًٌ أػَْطَٝ ثِٝ ثُ خِ, سَخُ َِ ٌْم١ِبَ ََ ا ْٛ َ٠ ُ لبَيَ اللَّّ

ُْ ٠ؼُْظِ أخَْشَُٖ )سٚاٖ أثٝ ٘ش٠شح(اسْزأَخَْشَأخ١َِْشًافبَسْزَ  ٌَ َٚ  ,ُْٕٗ ِِ فَ  ْٛ
ٕ7

 

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW, Allah Subhanallahu wa 

ta‟ala berfirman: Ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka 

pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku 

lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka 

(bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. 

Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang lalu pekerja itu 

memenuhi kewajibannya sedangkan orang itu tidak membayarkan 

upahnya”. (HR. Abu Hurairah). 

 
3. Rukun Upah dan Syarat Upah 

a. Rukun Upah 

Rukun dari upah sebagai suatu transaksi adalah akad atau 

perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah 

berjalan lancar suka sama suka. Rukun upah ada 4 (empat) yaitu: 
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1) A'qid (orang yang berakad) 

Mu'ajjir dan musta'jir orang yang melakukan akad sewa 

menyewa atau upah-mengupah. Mu'ajjir adalah orang yang memberikan 

upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima 

upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada 

mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf 

(mengendalikan harta), dan saling meridhai. maka golongan Syafi‟iyah 

dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu 

harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar 

mumayyiz saja. Agar suatu perikatan yang dijalankan oleh subjek 

perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa janji adalah 

mengikat secara hukum apabila dkaitkan dengan suatu sebab walaupun 

orang yang berjanji tidak menyebutkan sebab tersebut pernyataan 

janjinya.
28

 

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui 

manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat 

mencegah terjadinya perselisihan. 
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2) Sighat (ijab dan qobul) 

Sighat adalah ijab dan qobul berupa pertanyaan dari kedua belah 

pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk 

lain.
29

Sighat disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, 

seperti yang dipersyartatkan dalam akad jual beli. Maka akad ijarah 

tidak sah, apabila antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak 

berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu. 

3) Ujrah 

Ujrah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai 

kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Pemberian upah atau 

imbalan dalam ijarah pastilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa 

uang atau jasa.Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang 

diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah 

mengerjakan sawah dengan sebidang tanah.  

4) Manfaat 

Jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad ijarah. 

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat 

diketahui. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa sehingga dapat 

menghilangkan ketidaktahuan yang dapat mengakibatkan sengketa.
30
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Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan 

mengenai rukun ijarah yang terdiri dari: 

a) Sighat ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua 

belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam 

bentuk lainnya. 

b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri dari pemberi sewa atau pemberi 

jasa dan penyewa atau pengguna jasa. 

c) Objek akad ijarah yaitu : manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan 

upah.
31

 

b. Syarat Upah 

1) Syarat Al-in'iqad 

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. 

Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad ini ialah berakal sehat 

dan pihak yang melakukan ijarah itu harus orang yang sudah memiliki 

kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana 

perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang gila atau 

anak kecil yang mumayyiz tidak sah melakukan ijarah. Demikian pula 

orang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, 

tidak sah melakukan ijarah ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu 

pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk 

melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'i dan Hambali 

                                                             
31

 Imam Mustofa, Fiqh Mumalah Kontemporer, 105. 



 

menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang 

yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz 

saja.
32

 

Dalam melakukan perjanjian para pihak disyaratkan saling 

meridhai satu sama lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran 

Surat An-Nissa [4] ayat 29, yang berbunyi: 

 ْٓ َْ ردَِبسَحً ػَ ْٛ ْْ رىَُ ٰٓ اَ ًِ الَِّْ ٌْجبَطِ ُْ ثبِ ُْ ث١َْٕىَُ اٌىَُ َٛ ِْ ا اَ ْٰٓٛ ا لَْ رأَوٍُُْ ْٛ ُٕ َِ
َٓ اه ٰٓب٠َُّٙبَ اٌَّز٠ِْ رشََاضٍ ٠ه

ب  ًّ ُْ سَح١ِْ َْ ثىُِ َ وَب َّْ اّللّه ُْ َۗ اِ ْٔفسَُىُ ا اَ ْٰٓٛ لَْ رمَْزٍُُ َٚ  َۗ ُْ ْٕىُ ِِّ 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang mukmin mempunyai 

kewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik 

berupa perkataan maupun perbuatan. 

2) Syarat Kelangsungan Akad (Nafadz) 

Akad ijarah dapat terlaksana apabila ada kepemilikan dan 

penugasan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau 

sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan 

atas penguasaan, maka ijarah tidak sah.
33

 Setalah akad itu terbentuk, sah 

dan berlaku efektif itu juga tidak serta merta melahirkan akibat hukum 
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secara sempurna karena harus memenuhi ketentuan lain. Oleh karena 

itu, setelah fase nafadz, akad ini harus melewati fase selanjutnya, yaitu 

fase luzum. 

3) Syarat Al-Sihhah 

Syarat sahal-sihhah terkait dengan para pihak yang berakad, objek 

akad, dan upah. Syarat sah adalah sebagai berikut:
34

 

a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. 

Dalam konstek ini tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah 

satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik 

keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau 

pihak lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-

Baqarah [2] 188: 

 َِ ب ٌْحُىَّ ا ثِٙبَٰٓ اٌَِٝ ا ْٛ رذٌُُْ َٚ  ًِ ٌْجبَطِ ُْ ثبِ ُْ ث١َْٕىَُ اٌىَُ َٛ ِْ ا اَ ْٰٓٛ لَْ رأَوٍُُْ ايِ َٚ َٛ ِْ ْٓ اَ ِِّ ا فش٠َِْمبً  ْٛ ٌزِأَوٍُُْ

 َْ ْٛ ُّ ُْ رؼٍََْ ْٔزُ اَ َٚ  ُِ ثْ  إٌَّبسِ ثبِلِْْ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. 

 

b) Ma'qud alaihi bermanfaat dengan jelas 

Adanya kejelasan pada ma'qud alaihi (barang) 

menghilangkan pertentangan diantara 'aqid. Diantara cara untuk 
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mengetahui Ma'qud alaihi (barang) adalah dengan menjelaskan 

manfaatnya, pembatas waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika 

ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Hal ini berdasarkan 

firman Allah Q.S An-Nisa [4] 26. 

ُ ػ١ٍَِْ  اّللّه َٚ  َۗ ُْ ةَ ػ١ٍََْىُ ْٛ ٠زَُ َٚ  ُْ ْٓ لجٍَِْىُ ِِ  َٓ َٓ اٌَّز٠ِْ ُْ سَُٕ ٠َْٙذ٠ِىَُ َٚ  ُْ َٓ ٌىَُ ُ ١ٌِج١َُِّ ٌُ ٠ش٠ُِْذُ اّللّه   -ٌُ حَى١ِْ

Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan 

menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para 

Nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." 

 

a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat ini bisa dengan 

mengetahui benda yang disewakan. Apabila sesorang, "saya 

sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini" maka akad ijarah 

tidak sah, karena rumah yang akan disewakan belum jelas. 

b) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam 

kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau 

kendaraan, misalnya berupa hari di sewa. 

c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang atau pekerja. 

Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak 

terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan mambangun rumah sejak 

pondasi sampai terima kunci, dengan modal yang tertuang dalam 



 

gambar. Atau pekerja menjahit baju lengkap celana, dan 

ukurannya jelas.
35

 

d) Penjelasan waktu kerja, tentang batasan waktu kerja sangat 

bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. 

4) Syarat Mengikatnya Akad Ijarah 

Diperlukan dua syarat akad ijarah itu mengikat: 

1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang 

menyebabkan terhalangnya pemanfaatan benda yang disewakan. 

Apabila terdapat suatu cacat (aib) yang demikian sifatnya, maka orang 

yang mentewa (musta'jir) boleh memilih antara meneruskan ijarah 

dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. 

2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat dibatalkan akad ijarah. 

Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada 

sesuatu yang disewakan. Apabila udzur, baik pada pelaku maupun pada 

ma'qud 'alaihi, maka pelaku berhak membatalkan akad.
36

 

Jumhur fuqaha berkonsensus bahwa tidak sah menyewakan barang 

yang dilarang karena barangnya juga setiap manfaat yang dilarang karena 

barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh syara' seperti upah tukang 

meratap dan menyanyi, dan setiap perkara yang merupakan fardhuain bagi 

setiap orang berdasarkan ketentuan syara'. 
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4. Macam-Macam Upah 

a. Ijarah 'ala al-munafi' adalah ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, 

seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju 

untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ijarah dibolehkan menjadi objeknya 

sebagai tempat untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.
37

 

Sementara itu, Ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa ijarah 

ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad ijarah terjadi. Karena itu, 

menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad ijarah 

terjadi. Karena akad ijarah memiliki sasaran, manfaat dari benda yang 

disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang 

itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau 

menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak 

barang yang disewakan. 

Akad ijarah „ala al-manafi  yang perlu mendapatkan perincian lebih 

lanjut, yaitu : 

1) Ijarah al-„ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirkan bangunan. 

Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntuknya. Apabila 

akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika 

pemilik tanah (mu‟jir)  member izin untuk ditanami tanaman apa saja.  

2) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukkannya, untuk angkutan 

atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat 
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dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa 

kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad. 
38

 

b. Ijarah 'ala al-'amaal ijarah adalah ijarah yang objeknya jasa atau 

pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah 

ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, 

pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh. 

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh 

pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. 

Akan tetapi, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang 

dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, 

maka ia tidak bisa dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas dasar 

kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan ahli fiqh, ia wajib 

membayar ganti rugi.
39

 

5. Prinsip-Prinsip Upah 

1) Prinsip Keadilan 

Seorang pengusaha tidak diperankan bertindak kejam terhadap buruh 

dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah 

ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak 

manapun. Keadilan berarti menurut upah kerja yang seimbang dengan jasa 

yang diberikan buruh. 
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Dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah [2] 282: 

 ٍٓ ُْ ثِذ٠َْ ْٕزُ ا اِرَا رذََا٠َ ْٰٓٛ ُٕ َِ
َٓ اه ٰٓب٠َُّٙبَ اٌَّز٠ِْ ٌْؼَذْيِۖ ٠ه ُْ وَبرِتٌۢ ثبِ ١ٌْىَْزتُْ ث١َّْٕىَُ َٚ  َُٖۗ ْٛ ًّّٝ فبَوْزجُُ سَ ُِّ  ًٍ ٝ اخََ

ٰٓ هٌ اِ

١ٌْزََّكِ  َٚ ٌْحَكُّ  ِٗ ا ْٞ ػ١ٍََْ ًِ اٌَّزِ ٍِ ّْ ُ١ٌْ َٚ ١ٍْىَْزتٍُْۚ  ُ فَ
ُٗ اّللّه َّ ب ػٍََّ َّ ْْ ٠َّىْزتَُ وَ لَْ ٠أَةَْ وَبرِتٌ اَ َٚ  ٗٗ َ سَثَّ

اّللّه

ُْٕٗ ش١َْ ـً  ِِ لَْ ٠جَْخَسْ  َٚ ًَّ ِّ ُّ٠ ْْ ْٚ لَْ ٠سَْزط١َِْغُ اَ ْٚ ضَؼ١ِْفبً اَ ٌْحَكُّ سَف١ِْٙبً اَ ِٗ ا ْٞ ػ١ٍََْ َْ اٌَّزِ ْْ وَب ِ بَۗ فبَ

ِٓ فَ  ٔبَ سَخ١ٍَُْ ْٛ ُْ ٠ىَُ ٌَّ ْْ ِ ٍُْۚ فبَ خَبٌِىُ ْٓ سِّ ِِ  ِٓ ١ْذ٠َْ ِٙ ا شَ ْٚ ذُ ِٙ اسْزشَْ َٚ ٌْؼَذْيَِۗ  ٗٗ ثبِ ُّ١ٌِ َٚ  ًْ ٍِ ّْ ُ١ٍْ َٛ فَ ُ٘ ًٌ شَخُ

 َّّ ِِ  ِٓ شَارَه ِْ ا لَْ َّٚ َٚ  َٜۗ ب الْْخُْشه َّ ىُٙ شَ احِْذه ب فزَزَُوِّ َّ ىُٙ ًَّ احِْذه ْْ رضَِ اءِ اَ ٙذََۤ َٓ اٌشُّ ِِ  َْ ْٛ ْٓ رشَْضَ

 ٌِ َۗ ره ٖٗ ٝ اخٍََِ
ٰٓ هٌ ْٚ وَج١ِْشًا اِ ُٖ صَغ١ِْشًا اَ ْٛ ْْ رىَْزجُُ ا اَ ْٰٓٛ ُّ لَْ رسَْ ـَ َٚ ا َۗ  ْٛ ب دُػُ َِ اءُ اِرَا  ٙذََۤ ُْ الَْسَظُ ٠أَةَْ اٌشُّ ىُ

 ِ
ْٕذَ اّللّه ُْ  ػِ َٔٙبَ ث١َْٕىَُ ْٚ َْ ردَِبسَحً حَبضِشَحً رذ٠ُِْشُ ْٛ ْْ رىَُ ٰٓ اَ ا الَِّْ ْٰٓٛ ٰٓٝ الََّْ رشَْربَثُ هٔ ادَْ َٚ ٙبَدَحِ  َُ ٌٍِشَّ َٛ الَْ َٚ 

١ْذٌ  ِٙ لَْ شَ َّٚ لَْ ٠ضَُبۤسَّ وَبرِتٌ  َٚ  ۖ ُْ ا اِرَا رجَب٠َؼَْزُ ْٰٓٚ ذُ ِٙ اشَْ َٚ ٘بََۗ  ْٛ ُْ خُٕبَذٌ الََّْ رىَْزجُُ ْْ   َۗۗ ف١ٍََْسَ ػ١ٍََْىُ اِ َٚ

 ٌُ ءٍ ػ١ٍَِْ ْٟ ًِّ شَ ُ ثِىُ
اّللّه َٚ  َۗ ُ ُُ اّللّه ىُ ُّ ٠ؼٍَُِّ َٚ  َۗ َ ارَّمُٛا اّللّه َٚ  َۗ ُْ  ثِىُ

قٌۢ ْٛ ٗٗ فسُُ ا فبََِّٔ ْٛ  ٨ٕٕ -رفَْؼٍَُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan 

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 

seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi 

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 

batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada 



 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila 

kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal 

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa 

menyewa dan sebagainya. 
 

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa prinsip utama 

keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen 

melakukannya.  

Keadilan mempunyai bermacam-macam makna, diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Adil bermakna jelas dan transparan 

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) 

dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang 

terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja 

dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh 

pekerja. 

2) Adil bermakna profesional 

Prinsip adil bermakna profesional disebutkan dalam firman Allah 

SWT dalam : Q.S Al-Ahqaah [46] 19. 

 َْ ْٛ ُّ ُْ لَْ ٠ظٍَُْ ُ٘ َٚ  ُْ بٌَُٙ َّ ُْ اػَْ ف١َُِّٙ َٛ ُ١ٌِ َٚ اٍۚ  ْٛ ٍُ ِّ ب ػَ َّّ ِِّ ذٌ  ًٍّ دَسَخه ٌِىُ َٚ- ٔ١ 

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan 

mereka dan mereka tidak dirugikan.. 



 

Ayat diatas menjelaskan bahwa pekerjaan sesorang akan dibalas 

menurut berat pekerjaan itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian 

sebagai hadiah.
40

 

3) Prinsip Kebajikan 

Dalam mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam 

memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk 

mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Prinsip 

kebajikan yang ada dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai 

asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para 

pemilik kerja untuk dapat dihargai jasa para buruh atau pekerja yang telah 

memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.
41

 

Adapun prinsip-prinsip upah dalam mengajarkan agama yang 

terkandung dalam beberapa hadits diatas antara lain:
42

 

a) Seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan 

seseuatu pekerjaan harus membayar upahnya. 

b) Pihak yang mempekerjakan buruh itu harus membayar upahnya setelah 

buruh itu selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut. 
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c) Pihak orang yang mengupah pekerja harus menjelaskan besar kecilnya 

upah bagi pekerja. 

d) Pihak pekerja juga tidak boleh bekerja sebelum jelas upahnya. 

e) Antara pihak pekerja dan pihak yang mempekerjakannya harus ada 

kesepakatan dalam hal besar dan kecilnya upah. 

f) Tidak boleh upah ditentukan setelah selesai pekerjaan atau hanya 

berdasarkan belas kasihan pihak orang yang mempekerjakannya atau 

tidak boleh ditentukan secara sepihak. 

Jadi kedua belah pihak harus dituntut untuk memenuhi tanggung 

jawabnya masing-masing. Pihak pengupah berkewajiban membayar upah 

pekerja atau buruh dan sebaliknya pihak pekerja berhak untuk menuntut 

upahnya setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan 

kehendak pihak yang mengupahnya.
43

  

4) Prinsip Kelayakan 

Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan artinya upah harus 

mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan 

kebutuhan dasar.
44

 

 ۙ ٜ لَْ رؼَْشه َٚ عَ ف١ِْٙبَ  ْٛ َّْ ٌهََ الََّْ ردَُ ٝ  ٨ٔٔ -اِ لَْ رضَْحه َٚ ؤُا ف١ِْٙبَ  َّ أََّهَ لَْ رظَْ َٚ- ٔٔ١ 

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan 

sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan 

ditimpa panas matahari di dalamnya".(Q.S thaahaa [20] 118-119). 
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Ayat diatas menyebut dengan teliti kebutuhan pokok manusia kapan 

dimanapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan papan, Hal itulah yang 

akan bersifat materil minimal yang harus dipenuhi manusia. 

6. Sistem Pengupahan dalam Islam 

Dalam Islam secara konsep yang menjadi dasar penetapan upah 

adalah dari jasa pekerja, buku tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. 

Apabila uapah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah 

buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang 

bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada 

tiga prinsip, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebijakan.
45

 

Menurut Yususf Qardhawi ada dua hal dalam menetapkan upah 

beberapa yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. 

Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin 

menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai 

keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan 

dengan kelangsungan hidup buruh. 

Dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul atau hadits tidak dijelaskan 

secara rinci terkait sistem upah dalam syariat Islam. Namun secara umum 

dalam ketentuan Al-Quran terdapat keretkaitan dengan sistem pengupahan 

dalam surat An-Nahl ayat [16] 90, yaitu: 
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اٌْ  َٚ ْٕىَشِ  ُّ ٌْ ا َٚ ٌْفحَْشَبۤءِ  ِٓ ا ٝ ػَ هٙ ْٕ َ٠ َٚ  ٝ ٌْمشُْثه ا٠ِْزبَۤئِ رِٜ ا َٚ  ِْ حْسَب الِْْ َٚ ٌْؼَذْيِ  شُ ثبِ ُِ َ ٠أَْ َّْ اّللّه ِٟ ٠ؼَِظىُُ اِ ُْ جغَْ

 َْ ْٚ شُ ُْ رزََوَّ  ٌؼٍَََّىُ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran. 

 
Ayat diatas dapat dikaitkan dengan pengupahan dalam perjanjian 

kerja, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi kerja 

(majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para 

pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan dengan tenaga kerja, sebab para 

pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah 

bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau 

pengusaha berhasil. 

Dalam pengupahan jika musta‟jir berhak menerima bayarannya 

karena penyewa sudah menerima kegunaannya.
46

 Upah berhak diterima 

dengan syarat: 

1) Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar 

upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan. 

2) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada 

kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang 

waktu, akad menjadi batal. 
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3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak 

terpenuhi secara keseluruhan 

4) Mempercepat pembayaran upah sesuai kesepakatan kedua belah pihak 

sesuai dengan penangguhan pembayaran.
47

 

Menurut Benham yang dikutip Afzalur Rahman dalam bukunya 

“Doktrin Ekonomi Islam”, upah yitu sejumlah uang yang dibayar oleh orang 

yang member pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasa sesuai dengan 

perjanjian.
48

 

Proses penentuan upah yang sesuai syariat Islam terdapat dua faktor 

yaitu objektif dan subjektif. Objektif adalah upah yang ditentukan melalui 

pertimbangan tingkat upah dipasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif yaitu 

upah yang ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial atau nilai-

nilai kemanusian tenaga kerja.  

Adapun dalam sistem pembayaran upah yang umum diterapkan 

diantaranya : 

a) Sistem Waktu  

Dalam sistem waktu, upah dapat di tentukan dalam bentuk upah 

per jam, upah perhari, upah per minggu atau per bulan. Sistem waktu ini 

di terapkan jika prestasi kerja sulit di ukur per unitnya. Kebaikan sistem 
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waktu yaitu administrasi pengupahan dan besarnya upah yang dibayarkan 

tetap. 

b) Sistem Hasil  

Besarnya upah ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan pekerja, 

seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil, 

besarnya upah yang dibayar didasarkan kepada banyaknya hasil yang 

dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan. 

c) Sistem Borongan  

Suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan 

atau volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem 

borongan ini pekerja bisa mendapat balasan jasa besar atau kecil 

tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.
49

  

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal 

balik dalam suatu transisi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban 

bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya, kewajiban satu pihak menjadi 

hak bagi yang lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui 

keberadaannya dalam hukum islam. 

Hak-hak dan kewajiban para pekerja hendaklah jelas agar para 

pekerja menjalankan pekerjaan mereka sebaimana mestinya dan dapat 
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dilakukan pengawasan  terhadap para pekerja. Adapun hak-hak pekerja atau 

ajir. 

(1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya 

menikmati kehidupan yang layak. 

(2)  Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya 

dan jika suatu waktu dia dipercayakan mengenai pekerjaan yang 

sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau 

modal yang lebih banyak atau kedua-duanya. 

(3) Dia harus diberi pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar 

biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. 

(4) Penerapan layak harus dibuat untuk membayar pensiunan bagi para 

pekerja. 

(5) Para majikan harus didirong mengeluarkan shodaqahnya (sumbangan 

sukarela) terhadap pekarja merekaa dan anak-anaknya. 

(6) Mereka harus membayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang 

berasal dari dana zakat. 

(7) Mereka harus ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi 

dalam pekerjaan. 

(8) Barang-barang yang dimuat dalam pabrik harus diberikan kepada 

mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang 

lebih murah. 



 

(9) Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta dimaafkan 

jika mereka melakukan kesalahan masalah kerja.
50

 

7. Berakhirnya Akad Ijarah 

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut 

pendapat Hanafian sedangkan menurut jumhur ulama, kematian adalah 

salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad 

ijarah. Hal tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim, 

seperti halnya jual beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang 

yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga 

haknya berpindah kepada ahli waris. 

b. Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah 

adalah akad mu'awwadhah (tukar-menukar), harta dengan harga sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (iqalah) seperti halnya jual 

beli. 

c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin untuk 

diteruskan. 

d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur, Misalnya sewa tanah 

untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa habis, tanaman belum bisa 

dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.
51
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Menurut Sayyid Sabiq, berakhirnya akad ijarah dengan sebab-sebab 

berikut: 

1) Terjadinya aib terhadap barang sewaan yang kejadiannya ditangan 

penyewa atau terlibat aib lama padanya. 

2) Rusaknya barang yang disewa seperti rumah dan binatang yang menjadi 

'ain. 

3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih) seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin sesudah rusaknya 

barang. 

4) Telah terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan, ataus selesainya 

pekerjaan atau berakhirnya masa kecuali jika terdapat udzur yang 

mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir 

sebelum tanaman dipanen. 

 

B. ‘Urf dalam Hukum Islam 

1. Pengertian 'Urf 

'Urf berasal dari kata 'arafa atau al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang 

dikenal atau diketahui.
52

 Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan 

yang baik. Adapun pengertian 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan 
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di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena 

sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh masyarakat.
53

 

Menurut Fuqaha, 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi 

kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan 

maupun perbuatan.
54

 Maka dapat dipahami 'urf adalah perkataan atau 

berbuatan yang baik dan dikerjakan oleh banyak orang dalam masyarakat. 

Dasar penggunaan 'urf sebagi berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf 

[7] 199. 

 َٓ ١ٍِِْ٘ ٌْدَب ِٓ ا اػَْشِضْ ػَ َٚ ٌْؼُشْفِ  شْ ثبِ ُِ أْ َٚ  َٛ ٌْؼَفْ  خُزِ ا

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan 

pedulikan orang-orang yang bodoh. 

 

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh kita 

menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu 

perkara yang baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai 

perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga 

menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. 

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibdu Masud bahwa 

Nabi Muhammad Saw bersabda: 

َْ س١َْ  ْٛ ُّ سٍِْ ُّ بسَاَُٖ اٌ َِ َٚ  ٌٓ ْٕذَ اللِّ حَسَ َٛ ػِ َْ حَسَٕبً فَُٙ ْٛ ُّ سٍِْ ُّ ب سَاَُٖ اٌ َّ ْٕذَ اللِّ س١َْئٌ فَ َٛ ػِ  ئبً فَُٙ
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Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, 

maka baik pula di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh 

(orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pula di sisi Allah.
55

 

 

Hadist di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik berlaku 

di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at 

Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal 

yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh 

masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan 

sehari-hari. Allah berfirman dalam QS Al-Ma'idah [5] 66. 

 

 ٗٗ زَ َّ َُّ ٔؼِْ ١ٌِزُِ َٚ  ُْ ْٓ ٠ُّش٠ِْذُ ١ٌِطَُِّٙشَوُ ىِ هٌ َّٚ ْٓ حَشَجٍ  ِِّ  ُْ ًَ ػ١ٍََْىُ ُ ١ٌِدَْؼَ
ب ٠ش٠ُِْذُ اّللّه َِ ُْ ُْ ٌؼٍَََّىُ ػ١ٍََْىُ

 َْ ْٚ   رشَْىُشُ

Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu 

dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. 

 

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata adat dan 'urf adalah 

dua kata yang bersinonim (mutaradif). Dari segi asal pengguna dan akar 

katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan, Kata adat mempunyai arti 

pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan 

adat. Sedangkan 'urf mempunyai arti yang sudah dikenal, tidak melihat dari 

segi berulangkalinya tetapi dilihat dari perbuatan itu sudah dikenal dan 

diakui oleh masyarakat. 
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Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan diantara kata 'urf dan 

adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai peringatan yang 

sama, suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang akan menjadi 

dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Karena berbuatan itu sudah dikenal 

oleh banyak orang maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan secara 

berulang-ulang.
56

 

Pada dasarnya 'urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat 

membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan mengatur 

kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut. 

Imam Al-Syabiti dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah berpendapat 

bahwasannya 'urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum 

Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada 

nash yang menjelaskan hukum masalah tersebut. Dalil di atas juga dapat 

dipahami apabila terjadi sesuatu perselisihan dalam sewa-menyewa, jual-beli 

atau kerja sama antara pemilik sawah dan pekerja, dan lain sebagainya. 

Maka cara penyelesaiannya dapat disesuaika dengan adat kebiasaan ('urf) 

yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat terssebut 

bertentangan dengan nash seperti praktik ribawi dan kebiasaan suap-

menyuap, maka hal tersebut tidaklah dibenarkan. Dalam konteks hukum 
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Islam, para ulama berpendapat bahwa hanya 'urf shahih sajalah yang dapat 

dijadikan landasan hukum.
57

 

Sedangkan dalam istilah lain dapat dikatakan apa yang dikenal oleh 

manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau 

meninggalkan sesuatu. Dalam ushul fiqh kaidah tentang „urf yaitu : 

خٌ  َّ حَىَّ ُِ ٌْؼَذَحُ  اَ
58

 

Adat kebiasaan dijadikan hukum” 

Dalam penggunaan „urf  terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi yaitu „Urf tersebut benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. 

Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat 

dikatakan „urf, harus bersifat umum serta tidak adanya pertentangan. 

2. Syarat-syarat 'urf untuk dijadikan landasan hukum. 

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' 

apabila memenuhi syarat yang berlaku: 

a. 'Urf mengandung kemaslahatan dapat diterima akal sehat. 

Syarat ini merupakam sesuatu yang mutlak ada pada 'urf 

yang shahih sahingga dapat diterima masyarakat umum. 

Sebaliknya, apabila 'urf itu mendapat kemudratan dan tidak dapat 

diterima akal sehat maka 'urf yang demikian tidak dapat 

dibenarkan dalam Islam. 
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b. 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terikat dengan 

lingkungan, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. 

c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menjadikan 

hukum yang dikandung nash itu tdak bisa diterapkan. 

d. Tidak menyebabkan terjadinya kemafdatan dan tidak 

menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak 

memberi kesempitan dan kesulitan.
59

 

Sedangkan menurut Al-Zarqa', 'urf baru dapat dijadikan salah satu 

dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai 

berikut:
60

 

1) 'Urf  tersebut harus berlaku secara umum. Maksudnya adalah adat 

itu berlaku dalam kebanyakan kasus masyarakat tersebut. 

2) 'Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf 

yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika 

persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 

'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada 

sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. 
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3) 'Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak 

bertentangan dengan ungkapan secara jelas oleh para pihak dalam 

masalah yang sedang dilakukan. 

3. Macam-macam 'Urf 

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, 'urf dibagi menjadi 2 

yaitu: 

1) 'Urf quali yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-

kata atau ucapan. Contoh, dalam kebiasaan 'urf sehari-hari orang 

arap, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan 

tidak untuk perempuan sehingga dalam memahami kata walad 

kadang diguanakan 'urf quali.
61

 

2) 'Urf fi'li, yaitu kebasaan tanpa adanya upacan. Contohnya adalah 

kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa 

adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. 

Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi peristiwa yang 

kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara 

terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis 

yang mengikatnya.  

 

 

 

                                                             
 

61
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2......., 366. 



 

b. Dilihat dari ruang lingkup penggunaanya, 'urf dibagi menjadi 2: 

1) Al-'urf al-'aam (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 'urf 

yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai 

lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.
62

 

2) Al-'urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan 

yang dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu 

saja. Dengan kata lain, 'urf khusus adalah kebiasaan yang hanya 

dikenal sebagai kelompok dan suku bangsa tertentu. 

c. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf dibagi menjadi 2 yaitu: 

1) 'Urf shahih 

Yang dimaksud dengan 'urf shahih yaitu adat (kebiasaan) 

yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak 

bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. 

Sebagai contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) 

saat hari raya.
63

 

'Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk 'urf yang 

berlaku umum atau bahkan 'urf yang berlaku untuk satu daerah 

saja ('urf  khas), yang berupa ucapa ('urf qawli) ataupun perbuatan 

('urf fi'li). 'Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang 
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menyalahi ketentuan syara' atau tidak, dan juga tidak bertentangan 

dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada. 

2) 'Urf fasid 

'Urf fasid yaitu adat (kebiansaan) yang berlaku disuatu 

tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan 

dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. 
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